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Abstrak
Menjelang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024, dinamika politik sangat kuat tidak hanya terkait dengan kontestasi peserta pemilu, tetapi juga pengisian jabatan komisioner-komisioner Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Fenomena ini menarik untuk menelaah apakah pengisian jabatan politik komisioner-komisioner turut mendorong masyarakat yang berafiliasi kuat atau merasa dekat dengan partai politik untuk turut berpartisipasi sebagai pengawas pemilu. Untuk menjawab hal tersebut, tulisan singkat ini hendak menjawab pertanyaan sejauh mana kedekatan pada partai politik akan mendorong seseorang untuk menjadi pengawas pemilu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan data survei Kolasse di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) pada bulan November 2022. Temuan menunjukkan hal yang menarik, ketika seseorang memiliki kedekatan dengan partai politik, hal tersebut mendorong seseorang untuk terlibat menjadi pengawas pemilu. Studi kasus di D.I.Y menjadi penting, mengingat provinsi ini memiliki tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi. Hal ini penting mengingat IPM tinggi seharusnya menunjukkan bahwa kelas sosial dalam masyarakat tersebut lebih baik dibandingkan daerah lain. Tulisan singkat ini diharapkan dapat memberikan penjelasan apa faktor apa yang mendorong keterlibatan seseorang sebagai pengawas pemilu. Tentu hasil dalam tulisan ini memiliki kekurangan, terutama terkait dengan faktor-faktor lain yang barangkali belum masuk dalam uji regresi. Pada aspek yang lebih praktis, diharapkan tulisan ini dapat menginspirasi kajian-kajian sejenis di masa mendatang.

Kata kunci: Afiliasi partai politik, Pengawas pemilu, Demokrasi

Abstract

Approaching the 2024 general election (Pemilu), political dynamics are powerful not only related to the contestation of election participants but also the filling of the positions of commissioners of the Election Supervisory Agency (BAWASLU). This phenomenon is interesting to examine whether filling the political positions of commissioners also encourages people who are strongly affiliated or feel close to political parties to participate as election observers. In order to answer this, this short article aims to answer the question of to what extent closeness to a political party encourages someone to become an election observer. This article uses Kolasse survey data in the Special Region of Yogyakarta (D.I.Y) in November 2022. The findings show that when someone is close to a political party, this encourages someone to become involved as an election observer. The case study in D.I.Y is essential, considering that this province has a high Human Development Index (HDI) level. This aspect is essential, considering that a high HDI should indicate that the social class in that society is better than in other areas. Hopefully, this short article will explain the factors that encourage someone's involvement as an election observer. Of course, the results in this paper have shortcomings, especially those related to other factors that may not have been included in the regression test. From a more practical aspect, hopefully, this article can inspire similar studies in the future.
Keywords: Political parties affiliation, Election supervisory, Democracy
Pendahuluan

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024 akan menjadi pemilu langsung yang kelima kalinya pasca reformasi tahun 1998. Dalam perjalanan pemilu di Indonesia, salah satu momen penting dalam pelaksanaan pemilu ada ketika Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) hadir untuk mengawasi jalannya pemilu, termasuk mengawasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Ja’far, 2018; Haryanti & Pujilestari, 2019). Salah satu fokus utama dari kehadiran BAWASLU adalah agar integritas pemilu dapat terjaga (Norris et al., 2020). Integritas pemilu merupakan salah satu konsep penting dalam negara demokrasi, mengingat sebuah negara sangat mungkin untuk melakukan pemilu, tetapi pelaksanaan pemilu di negara tersebut tidak demokratis. 


Hal ini tentu saja tidak menafikan beberapa persoalan di dalam pemilu di Indonesia, mulai dari persoalan politik dinasti (Fitriyah, 2020; Widyastuti et al., 2022), persoalan relasi patron-klien dalam politik di Indonesia (Simandjuntak, 2012; Ansyari et al., 2019), hingga dominasi oligarki kelompok ekonomi (Romli, 2019; Sumarni, 2023). Persoalan-persoalan ini yang perlu untuk diperhatikan, mengingat bagaimanapun juga faktor-faktor tersebut yang menentukan apakah warga negara berdaya. Tanpa ada kebebasan atau otonomi individu, maka akan sulit untuk dapat mendorong partisipasi politik warga negara, termasuk di antaranya di dalam pemilu.


Tulisan singkat ini hendak membahas faktor kedekatan warga negara terhadap partai politik dan kemauan dari warga negara untuk menjadi pengawas pemilu, 2020. Kajian terkait hal ini belum banyak dilakukan. Kajian yang pernah dilakukan dengan topik terkait pengawas pemilu antara lain mengenai definisi pengawas pemilu (Kartini, 2017), peran KPU dalam pengawasan pemilu (Marzuki, 2008), program penguatan pengawasan pemilu (Primadi et al., 2019), konflik gender dalam pengawasan pemilu (Daryono et al., 2020), dan prospek kelembagaan BAWASLU untuk meningkatkan partisipasi warga negara (Surbakti & Fitrianto, 2015; Imawan & Ramadhan, 2021). Belum terdapat tulisan yang membahas keterkaitan antara kedekatan warga negara terhadap partai politik dan keinginan untuk berpartisipasi sebagai pengawas pemilu.


Tulisan singkat ini hendak membawa diskusi pada dimensi yang berbeda, terutama mengingat Indonesia pernah mengalami periodisasi polarisasi politik pada pemilu 2014 (Hayat & Nurhakki, 2022; Nashrullah, 2023) dan pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2017 (Ardipandanto, 2017; Prayogi, 2019). Dalam kajian mengenai polarisasi, salah satu kunci penting dalam kajian tersebut adalah polarisasi mendorong partisipasi (Crepaz, 1990; Baldassarri & Bearman, 2007). Apabila faktor polarisasi menjadi sangat penting, maka polarisasi pada pemilu 2014 dan Pilgub DKI Jakarta 2017 penting untuk menjelaskan konteks pada pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Patut diingat, bahwa pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua, tidak terdapat oposisi yang berarti. Oleh karena itu, meski polarisasi barangkali dapat menjadi faktor apakah seseorang berminat untuk terlibat sebagai pengawas pemilu, akan tetapi faktor tersebut tidaklah dimasukkan ke dalam model regresi dikarenakan unifikasi politik pada periode kedua pemerintahan.


Teorisasi lain menunjukkan bahwa sosialisasi politik yang kuat akan mendorong partisipasi politik bagi warga negara (Wass, 2007; Kudrnác, 2015). Dalam konteks ini, partisipasi politik yang hendak diuji adalah partisipasi untuk turut mengawal pemilu, sedangkan faktor penjelasnya adalah afiliasi terhadap partai politik. Tulisan singkat ini hendak menjawab pertanyaan sejauh mana kedekatan pada partai politik akan mendorong seseorang untuk menjadi pengawas pemilu? Untuk menjawab pertanyaan penelitian, tulisan ini menggunakan data survei Kolasse di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) pada bulan November 2022.

Studi kasus di D.I.Y menjadi penting, mengingat provinsi ini memiliki tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi. Hal ini penting mengingat IPM tinggi seharusnya menunjukkan bahwa kelas sosial dalam masyarakat tersebut lebih baik dibandingkan daerah lain. Hipotesis (H1) untuk tulisan ini adalah bahwa terdapat hubungan antara afiliasi partai terhadap partai politik ke partisipasi untuk mengawal pemilu, semakin tinggi kedekatan dengan partai politik maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk terlibat sebagai pengawas pemilu. 

Metode Penelitian

Analisa dalam penelitian ini menggunakan Ordinary least squares (OLS), data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data survei yang dilakukan oleh Kolaborasi Strategis (Kolasse) pada di D.I.Y pada bulan November 2022. Pengambilan data dilakukan secara tatap muka (face to face interview) dengan metode pengacakan yang dilakukan secara bertingkat (multistage random sampling) terhadap 500 responden. Pengambilan data dilakukan sejak tanggal 14 hingga 23 November 2022. Pengecekan keabsahan data dilakukan secara acak terhadap 20 persen sampel. 


Variabel dependen dalam penelitian ini adalah “kesediaan menjadi pengawas pemilu” yang merupakan variabel Index berasal dari empat pertanyaan. Keempat pertanyaan memiliki pertanyaan umum yakni “Berkaitan dengan pemilu 2024 mendatang, apakah Anda bersedia untuk berpartisipasi dalam beberapa hal berikut ini?” dengan empat variasi pertanyaan yakni “Menjadi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS?”, “Menjadi petugas hitung cepat di TPS saat pemilu untuk sebuah lembaga riset?”, “Menjadi pemantau independen di TPS saat pemilu?”, dan “Menjadi saksi di TPS untuk calon yang didukung?”.
 Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah “kedekatan partai politik” dengan konstruksi pertanyaan “Dengan partai politik apakah Anda merasa paling dekat?”.
 Pada penelitian ini terdapat beberapa variabel kontrol yang dimasukkan ke dalam regresi, yakni tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, usia, penilaian pada demokrasi, dan intensitas diskusi politik.
 Berikut ini model untuk analisa statistik dalam artikel singkat ini.  
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Distribusi untuk variabel independen dan dependen dapat terlihat pada figur 1 dan figur 2. Pada figur 1 (variabel dependen) terlihat bahkan setelah terbentuk variabel indeks, bahwa mayoritas dari responden tidak bersedia untuk menjadi pengawas pemilu, sedangkan variasi kesediaan untuk menjadi pengawas pemilu terlihat dari angka 0.5 hingga skala 2. Untuk variabel independen (figur 2) terlihat bahwa hasil dari biner variabel, bahwa mayoritas responden menyatakan dekat dengan partai politik, dibandingkan tidak dekat dengan partai politik. Berdasarkan data deskriptif ini, kita dapat melihat bahwa mayoritas masyarakat D.I.Y tidak terlalu tertarik untuk terlibat sebagai pengawas pemilu, tetapi sebagian besar dari masyarakat merasa dekat dengan partai politik. Paling tidak hasil dari data deskriptif menunjukkan bahwa komitmen untuk menjadi pengawas pemilu hanya ada pada segelintir orang yang memiliki kedekatan politik, termasuk terutama dengan partai politik. 



Pada model statistik dalam penelitian ini, variabel kontrol penting untuk dimasukkan untuk melihat apakah terdapat pengaruh dari variabel lain yang akan mempengaruhi variabel dependen. Pada banyak penelitian sosial dan politik, variabel demografi seperti tingkat pendapatan, pendidikan, dan usia cukup berpengaruh sebagai gambaran kelas sosial.
 Upaya untuk meminimalkan pengaruh variabel lain yang tidak terdeteksi terlihat pada variabel penilaian demokrasi dan intensitas diskusi politik.
 Adapun deskriptif statistik untuk variabel-variabel dalam penelitian ini dapat terlihat dalam tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Deskriptif Statistik

	Variabel
	Mean
	Median
	Standard Deviation
	Min
	Max

	Menjadi Pengawas Pemilu
	0.55
	0
	0.76
	0
	2

	Afiliasi Partai Politik 
	0.63
	1
	0.48
	0
	1

	Tingkat Pendapatan
	1.79
	1
	0.98
	1
	5

	Tingkat Pendidikan
	4.40
	5
	1.33
	1
	8

	Usia 
	2.90
	3
	0.88
	1
	4

	Penilaian Demokrasi
	2.83
	3
	0.49
	1
	4

	Diskusi politik
	3.57
	3
	0.97
	1
	5


Pembahasan

Apabila kita melihat analisa bivariate (figur 3) kita dapat melihat bahwa terdapat relasi positif antara kedekatan dengan partai politik dengan kesediaan untuk menjadi pengawas pemilu. Artinya, setiap satu poin perubahan pada kedekatan terhadap partai politik, hal tersebut akan berpengaruh pada positif terhadap kesediaan warga negara untuk menjadi pengawas pemilu. Semakin seseorang dekat dengan partai politik, semakin seseorang tersebut akan bersedia untuk menjadi pengawas pemilu. 


Analisa OLS (tabel 2) menunjukkan hal yang sama dengan analisa bivariate (figur 3). Pada model 1, setiap peningkatan poin dari kedekatan dengan partai politik secara statistik sangat signifikan sebesar 99,9 persen meningkatkan poin sebesar 0.198 terhadap kesediaan untuk menjadi pengawas pemilu (Adj R: 0.013, n: 500). Hal yang sama terdapat pada model 2, ketika variabel kontrol dimasukkan berupa tingkat pendapatan, pendidikan, dan usia. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor kedekatan terhadap partai politik secara statistik sangat berpengaruh, ditandai dengan perubahan satu poin pada kedekatan terhadap partai politik akan berpengaruh sebesar 0.219 terhadap kesediaan untuk menjadi pengawas pemilu (Adj R: 0.046, n: 500). Hal lain pada model 2 yang berpengaruh pada kesediaan untuk menjadi pengawas pemilu adalah usia, hanya saja semakin bertambah satu poin dalam variabel usia, hal tersebut berpengaruh negatif terhadap kesediaan untuk menjadi pengawas pemilu dengan -0.096 poin. Hal ini berarti semakin tua seseorang, maka semakin enggan untuk terlibat menjadi pengawas pemilu. 


Pada model 3, yakni ketika variabel kontrol ditambahkan dengan penilaian terhadap demokrasi dan intesitas diskusi politik. Hasil menunjukkan bahwa kedekatan terhadap partai politik tetap berpengaruh signifikan (signifikan secara statistik) terhadap kesediaan untuk menjadi pengawas pemilu. Setiap perubahan satu poin pada kedekatan dengan partai politik berpengaruh teradap kesediaan untuk menjadi pengawas pemilu sebesar 0.228 poin (Adj R: 0.042, n: 467). Hal yang sama seperti model 2, untuk variabel usia memiliki pengaruh kuat terhadap kesediaan untuk menjadi pengawas pemilu, setiap satu poin perubahan pada variabel usia, berpengaruh pada -0.088 poin pada kesediaan menjadi pengawas pemilu. 

	
 Tabel 2. Linear Regression Model

	
	Variabel Dependen (Kesediaan Menjadi Pengawasan Pemilu)

	
	(1)
	(2)
	(3)

	Kedekatan dengan 

Partai Politik
	0.198***
	0.219***
	0.228***

	
	(0.071)
	(0.070)
	(0.075)

	Tingkat Pendapatan
	
	0.058
	0.054

	
	
	(0.039)
	(0.040)

	Tingkat Pendidikan
	
	0.050*
	0.045

	
	
	(0.030)
	(0.032)

	Usia
	
	-0.096**
	-0.088**

	
	
	(0.040)
	(0.043)

	Penilaian Demokrasi
	
	
	0.082

	
	
	
	(0.072)

	Intensitas Diskusi Politik
	
	
	0.055

	
	
	
	(0.037)

	Constant
	0.431***
	0.374*
	-0.041

	
	(0.057)
	(0.196)
	(0.324)

	Observations
	500
	500
	467

	R2
	0.015
	0.053
	0.054

	Adjusted R2
	0.013
	0.046
	0.042

	Residual Std. Error
	0.764 (df = 498)
	0.751 (df = 495)
	0.765 (df = 460)

	F Statistic
	7.746*** (df = 1; 498)
	6.989*** (df = 4; 495)
	4.389*** (df = 6; 460)

	Note:
	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01


Secara umum, hasil analisa regresi menunjukkan bahwa semakin seseorang dekat dengan partai politik, maka semakin tinggi kemungkinan seseorang untuk bersedia menjadi pengawas pemilu. Adapun penilaian terhadap demokrasi dan intensitas diskusi politik tidak menjadi faktor yang menjelaskan kesediaan untuk menjadi pengawas pemilu. Pada kajian ini, robustness dari model coba kami lakukan dengan menguji variabel kedekatan terhadap partai politik dengan tiga model yang berbeda. Temuan ini menegaskan bahwa semakin seseorang terekspose pada politik, terutama dekat dengan partai politik dan ketika sosialisasi politik dilakukan secara terus menerus, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk terlibat di dalam pemilu. Dengan kata lain, dalam hal ini H0 ditolak, mengingat terdapat relasi yang kuat antara kedekatan dengan partai politik dan kesediaan menjadi pengawas pemilu.    

Kesimpulan

Tulisan singkat ini menunjukkan bahwa berdasarkan pengalaman di D.I.Y, semakin seseorang memiliki kedekatan dengan partai politik, maka semakin seseorang tersebut memiliki keinginan terlibat dalam pemilu. Kajian singkat ini hendak memberikan temuan empiris terkait dengan pengaruh sosialisasi politik -kedekatan dengan partai politik- dengan keinginan warga untuk terlibat dalam pemilu, meski demikian model dalam kajian ini masih perlu untuk dievaluasi terutama apabila terdapat variabel lain yang perlu untuk dimasukkan ke dalam model statistik (persoalan omitted variable bias). Meskipun terdapat keterbatasan tersebut, tulisan ini diharapkan dapat memantik diskusi dan kajian-kajian yang lebih mendalam terkait dengan kesediaan warga negara untuk menjadi pengawas pemilu.


Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini, secara praktis perlu untuk mendorong keaktifan politik warga di luar afiliasi dengan partai politik. Organisasi pegiat pemilu yang relatif otonom dari partai dapat menjadi peluang bagi keterlibatan warga negara untuk bersedia menjadi pengawas pemilu. Intensitas diskusi dan keterbukaan terhadap informasi politik saja tidak akan cukup, perlu kedekatan dengan organisasi yang berhubungan dengan kehidupan politik dari hari ke hari. Untuk hal ini, perlu untuk kajian lain dengan data set yang memumpuni dari aspek reliabilitas dan validitas guna mendapatkan bukti empiris yang memadai.
Salah satu keterbatasan dalam studi ini ada pada model statistik yang tidak mengeksplorasi apakah responden merupakan bagian atau menjadi anggota partai politik atau tidak. Pertanyaan ini tidak tereksplore atau tidak tersedia dalam data set yang ada. Dengan kata lain, tingkat keterlibatan individu kepada pada partai perlu untuk diuji pada kajian yang lain. Perlu pula untuk melakukan uji dengan data set yang berbeda dan skala yang berbeda, semisal melakukan uji dengan skala nasional. Hal ini akan mendorong pengayaan terhadap kajian-kajian yang mencoba untuk mengeksplorasi penjelasan mengapa seseorang hendak berpartisipasi dalam pemilu dengan menjadi pengawas pemilu. Harapannya, temuan ini dapat memantik kajian-kajian serupa dengan fokus pada apa faktor yang mendorong seseorang untuk bersedia menjadi pengawas pemilu.
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Figur 1. DV: Kesediaan Menjadi Pengawas Pemilu





Figur 2. IV: Kedekatan dengan Partai Politik





Figur 3. Bivariate Statistik








� Pada pertanyaan ini, opsi jawaban berupa biner yakni 1 untuk opsi Ya, bersedia, dan 2 untuk opsi Tidak bersedia. Dalam analisa statistik ini, opsi kam ubah dengan opsi 1 kami beri kode 1, dan opsi 2 kami beri kode 0 untuk setiap pertanyaan, sebelum kami gabungkan menjadi variabel indeks.


� Pada pertanyaan ini, opsi kami ubah menjadi biner dengan 0 untuk opsi tidak dekat dengan partai politik dan 1 untuk opsi dekat dengan partai politik. Adapun opsi jawaban untuk pertanyaan ini adalah (1) PKB, (2) Gerindra, (3) PDI-P, (4) Golkar, (5) Nasdem, (6) Garuda, (7) PKS, (8) Perindo, (9) PPP,  (10) PSI, (11) PAN, (12) Hanura, (13) Demokrat, (14) PBB, (15) Lainnya/Opsi lainnya, dan (16) Tidak dekat dengan partai politik.


� Untuk variabel penilaian terhadap demokrasi dan intensitas diskusi politik, opsi jawaban kami beri kode secara terbalik dengan nilai 1 untuk penilaian buruk terhadap kualitas demokrasi dan 4 untuk penilaian baik terhadap kualitas demokrasi. Adapun nilai 1 untuk intensitas rendah dalam mendiskusikan persoalan politik dan 4 untuk intensitas tinggi dalam mendiskusikan persoalan politik.  


� Pada banyak penelitian sosial politik, variabel demografi menjadi penting untuk dimasukkan dalam model, terutama mengingat kesediaan menjadi pengawas pemilu maupun afiliasi partai politik sangat mungkin dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, maupun usia. Ketiga variabel tersebut dapat menjadi indikator atau gambaran dari kelas sosial. 


� Variabel penilaian terhadap demokrasi menjadi variabel kontrol yang penting, mengingat seseorang yang menilai kualitas demokrasi baik, maka kita dapat mengasumsikan bahwa seseorang tersebut akan berpartisipasi dalam kegiatan politik sehari-hari, termasuk menjadi pengawas pemilu. Kita dapat melihat dari aspek sebaliknya, bahwa ketika seseorang menilai buruk terhadap pelaksanaan demokrasi, kita dapat mengasumsikan bahwa seseorang tersebut akan tidak banyak terlibat dalam kegiatan demokrasi sehari-hari. Hal tersebut berlaku pula pada intensitas diskusi politik, semakin seseorang memiliki intensitas diskusi politik, kita dapat mengasumsikan bahwa seseorang tersebut akan semakin aktif terlibat politik, pun demikian sebaliknya. 








